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' SUNGAI PENUH 

PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA 
(ADD) KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2016 

TEN1'ANG 

PERATURAN WALIKOTA SUNGA.I PENUH 
NOMOB 8 TABUN 2016 



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kota Sungai Penuh di Provinsi Jam.bi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4871); r: 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4289); 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

Mengingat 

b. bahwa untuk memberi arah dan pedoman penyelenggaraan 
dan pemanfaatan ADD perlu ditetapkan Pedoman Penggunaan 
ADD; 

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perlu 
ditetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang 
Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kota 
Sungai Penuh Tahun 2016; 

PERATURAN WALIKOTA SUNGA! PENUH 
NOMOR 8 TAHUN 2016 

TENT ANG 
PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) 

KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA SUNGAl PENUH, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan 
ayat (7} Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 maka perlu menetapkan 
Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Kota. Sungai Penuh 
Tahun Anggaran 2016; 

Menimbang 

WALIKOTA SUNGAI PENUH 
PROVINS! JAMBI 



PERATURAN \iVALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG 
PENGALOKASIAN DAN PENGGUNl\AN ALOKASI DANA DESA 
(ADD) KOTA SUNGAI PE;NUH TA.HUN ANGGARAN 2016. r 

MEMUTUSKAN : 

12. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Sungai Penuh Tahun 2016 (Serita Daerah Kota Sungai 
Penuh Tahun 2016 Nomor 3 ); 

11. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Sungai Penuh Tahun 2016 (Berita Da.erah Kota Sungai Penuh 
Tahun 2016 Nomor 1 ); 

10. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa sebagaimana cliubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
47 Tahun 2015 (Lembaran Negara R.epublik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 571 7; 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Undang-Undang Nomor 23'Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5659); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 l l tentang Pernbentukan 
Peraturan Perundang-U.ndangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 52(~4); 

Menetapkan 



Pasal 3 
Tujuan ditetapkan Peraturan W alikota ini adalah : 

a. untuk memberikan kepastian hukurn dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi 
Dana Desa Tahun Anggaran 2016. 

b. meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam pemberian 
pelayanan kepada masyarakat. 

c. meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintahan Desa. 

d. meningkatkan fungsi dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan ,/ 
Desa. r 

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam 
pengalokasian dan penggunaan Pengeiolaan ADD Tahun Anggaran 2016. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh. 
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukurn yang memiliki batas-batas wilayah 

yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diak:ui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repub1ik Indonesia. 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Desa. 

7. Nilai Bo bot Desa adalah Nilai Desa yang ditentuk:an berdasarkan beberapa 
variabellndependen. 

8. Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk 
menentukan nilai Bobot Desa, Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi 
kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar 
Desa secara bertahap dan mengatasi kerniskinan struktural masyarakat di 
Desa. 

9. Variabel lndependen Tambahan merupakan Variabel yang dapat 
ditambahkan oleh masing-masing Daerah. 

10. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintahan 
Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana. perimbangan keuangan 
pusat dan daerah yang diterima oleh kota. 

BABI 
KETENTUAN UWIUM 

Pasal 1 



= Alokasi Dana Desa untuk Desa x 

= Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa 

= Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa y' 
= Desa 

ADDx 

ADDM 

ADDP 

x 

I ADDx =ADDM + ADDPx I 
Keterangan: 

Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa dilakukan dengan 
menggunakan Rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan 
serta potensi Desa dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut: 

a. Rumus Alokasi Dana Desa (ADDx} Tahun Anggaran 2016 (Pemerataan dan 
Keadilan) 

Pasal "'/ 

( 1) Alokasi Dana Desa diberikan langsung kepada desa berdasarkan azas 
pemerataan dan azas keadilan. 

(2) Azas merata adalah besamya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk 
setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). 

(3) Azas adil adalah besamya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot 
Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu: 
a. Kemiskinan; 
b. Tingkat Kesulitan Geografis; 
c. Jumlah Penduduk; 
d. Luas Wilayah; dan 
e. Perangkat Desa. 

Pasal 6 

Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) 
diberikan kepada 65 (Enam Puluh Lima) Desa dalam Kota Sungai Penuh 
sebesar Rp. 12.864.100.000,- (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh 
Empat Juta Seratus Ribu Rupiah}. 

Pasal 5 

BAB III 
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA 

P21sal 4 

( 1) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 merupakan bagian dari pendapatan 
pemerintahan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2016. 

(2) Alokasi Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 
Peraturan Desa tentang APB Desa Ta.hun Anggaran 2016. 

e. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2016 
secara tertib, efektif, efisien, transparan clan akuntabeJ. 



(1) Penggunaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan 
keuangan desa yang dituang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) 
Desa. 

(2) Seluruh Kegiatan yang bersumber dari ADD direncanakan, dilaksanakan dan 
diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. 

(3) Seluruh kegiatan yang dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, serta 
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

(4) ADD dilaksanakan dengan menggu.nakan prinsip hemat, terarah dan 
terkendali. -( 

BAB IV 
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA 

Pasal 10 

Besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) untuk masing-masing Desa dalam Kota 
Sungai Penuh ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Walikota ini. 

Pasal 9 

Nilai Bobot Variabelnya 0,20 
Nilai Bobet Variabelnya 0,10 
Nilai Bobot Variabelnya 0, 15 
Nilai Bobot Variabelnya 0,05 
Nilai Bobot Variabelnya 0,50 

a. Variabel Kemiskinan 
b. Variabel Tingkat Kesuliatan Geografis 
c. Variabel Jumlah Penduduk 
d. Variabel Luas Wilayah 

·e. Variabel Perangkat Desa 

Variabel yang digunakan dalam perhitungan Bobot Desa untuk Pembagian ADDp 
adalah: 

Pasal 8 

= Jumlah angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya 
untuk seluruh Desa 

IVn 

al,a2,a3, an = Anggota Bobot masing-masing 

KV 1,2, x ~ ;~:· --~~1 
Keterangan : 
KV 1,2, x Nilai Koefisien Vanabel Pertama, Kedua, dan Seterusnya 

untuk Desa x misalnya 
Vl,2, x = Angka Variabel Pertama, kedua., dan Seterusnya untuk 

Desax 

BDX 
I 

= Nilai Bobot Desa x 
= Koefisien Variabel pertama, kedua, dan seterusnya KV1x,KV2x,KV:3x 

b. Rumus untuk menentukan Pembagian Dana Proporsional (ADDPx) : 

l BOX= .a1KV1+a2KV2+a3KV3x+ an KVn~ 

Keterangan : 



Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap 
pengelolaan ADD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Y 

Pasal 14 

Besaran standar Honorarium/Tunjangan/Insentif Operasional Pemerintah Desa, 
BPD dan Operasional Lainnya ditetapkan dengan Peraturan W alikota. 

Pasal 13 

(2) Besaran bantuan khusus dan desa penerirna sebagaimana dimaksud ayat (1) 
tercantum dalam kolom 2 clan kolom 7 pada lampiran Peraturan Walikota ini. 

Selain Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi berdasarkan perhitungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bagi desa yang belum memiliki fasilitas 

(1) gedung kantor kepala desa diberikan bantuan khusus. 

Pasal 12 

(3) Rincian Penggunaan Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
digunakan untuk: 
a. tunjangan pimpinan dan anggota BPD; 
b. belanja alat tulis kantor; 
c. makan minum rapat; 
d. belanja cetak dan penggandaan; 
e. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah; 
f. pakaian dinas; dan 
g. belanja pendidikan singkat/bimbingan teknis. 

{l) Penggunaan Dana ADD diprioritaskan untuk: 
a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; 
b. operasional pemerintahan desa; 
c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 
d. insentif Rukun Tetangga. 

(2) Rincian Penggunaan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf b adalah: 
a. tunjangan kuasa pengguna anggaran, PTPKD, pelaksana kegiatan, 

bendahara desa dan pengurus barang; 
b. belanja alat tulis kantor {atk}; 
c. belanja cetak dan penggandaan; 
d. belanja benda pos; 
e. belanja makan minum rapat dan tamu; 
f. pemeliharaan kantor; 
g. pemeliharaan mobiler kantor; 
h. belanja rekening listrik; 
1. belanja rekening air; 
J. pemeliharan kendaraan dinas; 
k. pakaian dinas; 
I. alat kebersihan kantor; dan 
m. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. 

BABV 
ARAH PENGGUNAAN DA.NA DAN T'ATA CARA PJENYALURAN 

Pasal 11 



BERITA DAERAH l{OTA SUNGAI PENUH 
TAHUN 2016 NOMOR 8 

Diundangkan di Sungai Penuh 
pada tanggal 31 Maret 2016 
SEKRETARIS DAERAH 
KOT.A _SUNGAI PENUH 
~,:7'"1 /1 :,~ ..... ' 

I - /,· ,,. . ) 

I \ 

'(ll.1 I 

H. ASAFRI JAYA BAKRI 

ttd 

Ditetapkan di Sungai Penuh 
pada tanggal 31 Maret 2016 
WALIKOTA SUNGAI PENUH, 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Sungai Penuh. 

BAB VII 
KE1'EN1'UAN PENUTUP 

Pasal 15 
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